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GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

R
a
|
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : . sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
I3 ‘ntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
d+«.. Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8
thun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
; werau.  Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan
G 1bernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas
an fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
e: ndam Kebakaran Provinsi Jambi dalam Peraturan
ub rnur;

Mengingat 2 . Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pemh ntukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sum cra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Rer ik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana
lai, ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
958 tentang i’cnetapan Undang-Undang Darurat Nomor
1¢ mhun 195 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Sw: tra Tingk = | Sumatera Barat, Jambi dan Riau
men .. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indc sia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negs. . Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

Scanned by CamScanner



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik {
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '

S. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547)sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 5121)
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
“egara Republik Indorncsia Nomor 4015) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);

)

v

Jeraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
‘ngadaan Pegawai Negeri  Sipil (Lembaran Negara
nepublik Indonesia Tahun 2090 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4016)
seb~raimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah
Ne  r 11 Tahun 2002 (Lembaran WN:cara Republilkc
na -sia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Neg: Qe 1:blik Indonrc ‘a Nomor 4192),

Pera ran Peinerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Ker :anPang. Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Rer lik Indoncs... Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Ler iran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
seb. aimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun‘ 2016 Nomor114);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pergngkat .Daerab
Provinsi Jambi ( Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Nomor 8);
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MEMUTUSKAN

lenetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN PROVINSI JAMBI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

3. P~ rintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara urusan
pemerintahan daerah.

4  Gubernu - adalah Gubernur Jambi.

sekretar!  MNaerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Jambi.
(. Satuan Pol. i 'mo. .aja dan Pemadam Kebakaran
yang selanjutn_ ‘'isingkat Satuan adalah Satuan Polisi

Pamong Praja da.. Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

7. Kepala Satuan alalah Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadar » Kebakaran Provinsi Jambi.

8. Unit Pelaksana L nis Dinas vang selanjutnya disebut

UPTD adalah un. .. oelaksana telinis o cda Satian Polies
Pamong Praja de n Pe nad-n Kebakars Tovinatl Jambi
9. Sekretariat ac'a. | Sekretaviat pads  Satuan  Polisi

. Pamong Praja dan ‘madam Kebakaran Provinsi Jambi.

10. Bidang ada'.lr icang di lingkungan Satuan Polisi
Pamong | . ja ¢ a Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

11. Subbagian ada.s!: ¢ ubbagian di lingkungan Satp.an_
Polisi Parmnong fr 1 Jan Pemadam Kebakaran Provinsi
Jambi.

12. Seksi adalal ; :ksi . | lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja dan P.m: dam 1 ebakaran Provinsi Jambi.
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13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan vang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama setara eselon Ila dan JIb, Jabatan
Administrator setara esclon Illa dan IlIb dan Jabatan
Pengawas setara eselon IVa dan IVb.

14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam  pelaksanaan  tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

15. Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disebut
sebagai Pegawai ASN adalah Pegawaij Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan .

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
«dalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD
'rovinsi.

i icgawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya
dibebankan pada APBD Provinsi.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan
paya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas
dan derajat prefesionalisme penyelenggaraan tugas,
fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi

P isunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan,
p< 1t dan jabatan, pengembangan karir, pola karir,
bog s, renilaian kinerja, tunjangan kinerja,
I hargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan
ap.. ‘ur sipil negara sesuai peraturan perundang-

‘nda - n yang berle .

BAB 11
KEDUDUKA  ""(GAS DAN FUNGSI

-asal 2

1) Satuan bei.da di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubr nur melalui sekretaris daaerah.

(2) Sa  n dipimpin oleh kepala satuan

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
mempunyai tugas menegakkan perde dan perkada,
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum,
menyelenggarakan perlindungari masyarakat serta

pengendalian kebakaran.
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Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda
dan  peraturan kepala  daerah, penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan
masyarakat dan pengendalian kebakaran: '

b. penyusunan kebijakan penegakan perda dan peraturan
kepala daerah;

C. penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umuir di daerah;

1. penyusunan kebijakan perlindungan masyarakat;

penyusunan kebijakan pengendalian dan pemetaan
kebakaran;

penyusunan koordinasi penegakan perda dan peraturan
kepala daerah serta penyelenggaraan ketenteraman dan
“etertiban umum, penanggulangan kebalaran dengan
kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai
negeri sipil daerah, instansi terkait dan/atau aparatur
lainnya;

penyusunan kebijakan pengawasan terhadap
masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati penegakkan perda dan
peraturan kepala daerah; dan

h.  claksa 1 fungsi lain yang diberikan oleh atasan
»coual denga: Mdang tugasnya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan organisasi. s terdiri dari;
a. kepala;
b. sekretariat, te dari: .
1. sub bagian am dan kepegawaian,

2. sub bagian ke 1 .~an dan aset ; dan
3. sub bagiar: progi a1 dan pelaporan.

c. bidang ketentr- ;i . 1 - ketertibarlx umum, terdiri dari:
1. seksi oper- al da 1 pengendalian,
2. seksi ketertiin.. 2 umum; dan
3. seksi pembine an i..n penyuluhan;
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d. bidang perundang-undangan daerah, terdiri dari:
1. seksi penegakan perundang-undangan daerah;
2. seksi hubungan antar lembaga; dan
3. seksi peniyidik pegawai negeri sipil.

e. bidang perlindungan masyarakat, terdiri dari:
1. seksi data dan informasi;
2. seksi pelatihan dan mobilisasi; dan
3. seksi kewaspadaan dini.

f. bidang pengendalian kebakaran, terdiri dari;
1. seksi pemetaan;
2. seksi pencegahan dan penanggulangan; dan
3. seksi bina potensi.

g. unit pelayanan teknis dinas (UPTD); dan
h. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
dinas.

(4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala
subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab

da sekretaris.

e ag-masing seksi dipimpin clely 2o cenn i seles
. & Dberada dibawah dan bherianggiin; AL '
kepala seksi.

Bagian Kedua
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat
Pasal 6
Sekretari. 1empunyai tusas menyelenggarakan pelayanan
dan koord :i dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, sset, organisasi, tatalaksana, hukum, hubungan
masyaraka dan rumah tangga dinas serta

mengkoord 1asikan program kegiatan pernbinaan dan
fungsional serta menyusun rencana pendataan dan
pengembangan sumber daya aparatur dalam rangka
menciptakan profesionalisme dilingkungan satuan polisi
pamong praja dan pemadam kebakaran.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana _dirnaksud dalam
Pasal 6, sekretaris menyelenggarakan fungs: :

a. penyusunan rencana program kegiatan sekretariat;
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b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kkegiatan

dilingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam
kebakaran;

€. Penyusunan koordinasi dan sinkronisasi program serta
kegiatan kab /kota;

d. penyelenggaraan pengelolaan  administrasi umum,
€pegawaian, keuangan, asset dan program;

€. pelaksanaan meonitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
sekretariat;’
f.  penyusunan anggaran sesvai dengan program kerja dan

penyelenggaraan kegiatan yang berkenaan dengan

keuangan;

g penyusunan pelaksanaan tugas kehumasan dan
perlengkapan operasicnal;

1. penyusunan pelaksanaan ketatausahaan,

ketatalaksanaan, kelembagaan dan rumah tangga kantor;

peényusunan rencana pendataan dan pengembangan
sumber daya aparatur dalam rangka menciptakan
profesionalisme baik PNS maupun non PNS;

.

'elaksanaan koordinasi tugas-tugas bidang;

tksanaan pembinaan terhadap pegawai, baik PNS
»un non PNS; dan

F 'naan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
se: “ngan bidang tugasnya.
Pasal &

Subbagian Umum dan Kepegawaian

meinounyal  tugas
nelakukan penyiapan bahan pembinaan, poagoerdinasian,
layanan ::dministrasi, dan pelaksanaan dibidang umum

n kepegawaian, meliputi pengelolaan  administrasi
k pegawaian, humas dan keprotokolan, organisasi,
ke 'mbagaan « n tatalaksana, hukum, ketatausahaan,
rmm  h tangga N perlengkapan serta pendataan dan
pen  abangan ... her daya aparatur dilingkungan satuan
polis1 ; mong praja . 11 pemadam kebakaran.

Pasal 9
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalfarn
Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana,

hukum, ketatausahaan serta kelembagaan;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat menyurat
dan kearsipan;

C. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan
pengelolaan inventarisasi perlengkapan kantor;
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d. Penge!olaan rumah  tangga, perlengkapan dan
pemeliharaan gedung kantor;

€. pengelolaan humas dan keprotokolan;

pengelolaan-  administrasi umum kepegawaian,
peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya
- aparatur;

g penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis
beban kerja;

h. penyiapan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pendidikan dan pelatihan dasar serta
pelatihan teknis dan fungsional; dan

1. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan cleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

bbagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas membantu

retariat dalam rangka melakukan pengelolaan dan
_ -natausahaan keuangan dan aset serta melakukan evaluasi
atas pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikan hasil
proc k kegiatan dilingkungan satuan polisi pamong praja
dan madam'kebakaran.

Pasal |1

U tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
P: ;al 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan
fur =i

a. , ‘yiapan bulian penatausahaan, pengelolaan keuangan

¢ . aset;

b pelaksanaan dokumentasi administrasi keuangan dan
aset;

Cc. penyiapa:. lokumen an' -aran,

penyiapan bahan evaluas: dan pelaporan keuangan dan
aset;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan
bidar 1gasnya;dan

f. pelaks. ian fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai - ngan bidang tugasnya.

Pasal 12

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas
membantu sekretariat dalam rangka melakukan pengelolaan
program dan pelaporan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan
serta mendokumentasikan hasil produk kegiatan.
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Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Subbagian Program

dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi

a. penylapan bahan program dan pelaporan;

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program serta
kegiatan kab/kota
penylapan evaluasi program dan pelaporan;

d. penyusunan anggaran program dan kegiatan serta
pelaporan;

€. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan;

f. penyiapan bahan evaluasi program dan kegiatan;

g. penyusunan laporan hasil kegiatan sesuai bidang tugasnya,

h.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umumn

Pasal 14

:dang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai
tugas membantu dinas dalam rangka menyusun rencana
perasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketentraman
an ketertiban umum, pembinaan dan penyuluhan
etentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal

ienta; dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para
1 jabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, easscl dan patrol
v. 'vah/daerah, deteksi dan penpgelolian infrmast potens:
angguan ketentraman dan letertiban  uimum,  serta

elaksanaan up:. ara kenegaraan dan kedaerahan.
Pasal 15

Untuk melaksani:kan tugas sebagaimana dimgksud dalam
P.sal 14, Bidan.  Ketentraman dan Ketertiban Umum
me velenggarakan i . i

a. cuyusunan rencana kebijakan patroli dan

penanggulangan gangguan keten‘raman dan ketertiban
umum lintas kab/kota;

b. pelaksanaan koordinasi dengan instans: terkait lintas
kab/kota dalam rangka penanggulangan gangguan
ketentraman dan ketertiban umuin;

c. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para
pejabat, unjuk rasa/ kerusuhan, asset serta patroli
wilayah/daerah;

d. penyusunan rencana operasional dan pengendalian
penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum,

€. penyusunan rencana upacara kenegaraan dan
kedaerahan;
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f. penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan
ketertiban umum;

g penyusunan rencana deteksi dan pengelolaan informasi
potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum;

h. penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan; dan

1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas
membantu bidang dalam rangka mengendalikan @/
mengerahkan anggota dalam rangka melaksanakan
pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa /
kerusuhan masa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan
kedaerahan dan pengamanan obyek vital.

Pasal 17

ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
P sal 16, Seksi  Operasional dan  Pengendalian
m velenggarakan fungsi :

. ‘laksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang
pengamanan dan pengawalan, pengamanan asset-aset
daerah, pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan dan
l:rdaerahan dan pelaksanaan pengamanan unjuk
rasa/kerusuhan massa,

b. pelaksanaan instansi terkait di bidang pengamanan dan

peng 'an;
. 'ak. ‘ngarnanan asset-aset daerah;

¢. pelaksa:tican «a.. . upacara kenegaraan dan
kedaerahan;

e. pelaksanaan  pengamanran unjuk rasa/kerusuhan
massa;

f. pelaksanaan penge manan dan pengawalan
Gubernur/Wakil Gubernur serta pejabat penting lainnya;
dan

g. pelaksanaan fu: i lziin yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bid ing tuigasnya.

v 1118

Seksi Ketertiban uii. m 1 :mpunyai tugas membantu bidang
dalam rangka 1nenyc .€ng ara'.an .ketcnt*‘aman dan
ketertiban umum  tin fkat  provinsi o mianpun lintas
kabupaten/kota, mel ke anakan  patroli . ’115‘ ralh dan
koordinasi pengawasa.i asset, serta deteksi dini gangguan
Ketentraman dan ketertins a umum.
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Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Seksi Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum tingkat provinsi maupun lintas
kabupaten kota;

b. pelaksanaan koordinzsi patroli wilayah;
c. pelaksanaan koordinasi pengawasan asel

pelaksanaan koordinasi dalam ravngks mencintakan

situasi wilayah vang aman dan terkendals
€. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kcgiatan: dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberiken oleh atasan
sesual dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

. Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas
v,:mbantu bidang delam rangka menyelenggarakan
smbinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban

- mum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar

] stentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal
iental dan disiplin, koordinasi dalarn rangla pembinaan
an penyuluhan penyelenggaraan ketentraman  dan
stertiban umum.

Pasal 21

U uk melaksanalkan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Seksi  Pembinaan dan Penyuluhan

menyelenggarakar, ngsi:

a. pclaksanaan peml “Aaai. dan penyuluhan ketentraman
dan ketcrtiban ur . terhadap masyarakat, badan
hukum yang melan, ;i1 ketentraman dan ketertiban

umum,

b. pelaksanaan kegatar peningkatan kerjasama dengan
aparat keamanan drlorn tekriik pencegahan kejahatan;

c. pelaksanaan pembinaan internal personil,

penyiapan bahan penyu: nan kebijakan, patroli wilayah
dan penanggulang: y~ uan tranmas dan tribum

e. pelaksanaan . J01.1." ;i dalam rangka pembinaan dan
penyuluhan pe iy« :nggaraan ketentraman dan
ketertiban umur

f. penyusunan laj. o b il pelaksanaan; dan

g. pelaksanaan fungsi 1aii. yang diberikan oleh atasan
sesuai denguu: bidang tugasnya.
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Paragraf 3

Bidang Perundang-Undangan Daerah

Pasal 22

Bidang Perundang—undangan Daerah mempunyai tugas
membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi
hubungan antar lembaga, penegakan peraturan daerah,
peraturan kepala daerah dan koordinasi dengan penyidik

pegawal negeri sipil dan instansi terkait dibidang penegakan produk
hukum daerah. '

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22, Bidang Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan
fungsi:

a. pényusunan rencana program penegalkan roraturan daerah,
peraturan kepala dacrah, hubungan antar lembaga dan

penyidik pegawai negeri sipil (FPNS);

b. penyusunan rencana koordinasi dengan instansi terkait
dalam ringka penegakan perundang undangan daerah,
hubuv- an antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil
PP

c. pelakscaiiaan koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai
1egeri sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;

‘nyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan

€ ‘laksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

scsual dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Penegakan Perun: “g-undangan Daerah mempunyai
tugas membantu bidang dalam rangka melakukan
sembinaan, pengawasan, koordinasi dengan instansi terkait
‘alam rangka penegakan Perundang-undangan daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24, Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
penegakan perda dan perkada;

b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan perda dan perkada;

. pelaksanaan penegakan perda dan perkada,

d. pelaksanaan penindakan penegakan perda prefentif non
yustisial;

e. pelaksanaan peninda.kan penegakan perda secara pro
yustisial oleh PPNS;

f. penyusunan !aporan hasil pelaksanaan kegistan; dan
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g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesual dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

S.eksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu
bidang dalam rangka melaksanakan koordinasi antar lembaga

dalam. pCIaksanaan penyuluhan/sosilisasi dan analisis aspek
sanksi perda dan perkada. .

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26, Seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga dan kajian
«uam rangka penyusunan perda dan perkada;
«laksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka
nsialisasi dan penyuluhan perundang undangan daerah;

c. ;.. rsanaan analisa, kajian aspek sanksi terhadap perda dan
pe: nada yang berlakuy;

d. laksanaan monitoring dan cvaluas: terhadap perda dan
| «ada;

¢ pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan;dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
< »suai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Scksi Penyidik Pegawe: Negeri Sipill mempunyai tugas
m.m atu bidang dala n rangka melaksanzkan legalitas

administrasi penyidik p:za vai negeri sipil daer=:.
Pasal 2©

Untuk melaksanalkan tiigas s sbagaimana dimaksud dalam Pasal

28, Seksi Penyidik Fegawa Negeri Sivil menyelenggarakan

fungsi:

a. pengelolaan administ -asi penyidik pegewal negeri sipil
- (PPNS);

b. pelaksanaan koordin: si pe:mbinaan penyidik pegawai negeri

sipil (PPNS);

penyelesaian ad: n: resi legalitas penyidik pegawai

negeri sipil (PPNS);

d. pengelolaan data pe. yidik pegawai negeri sipil (PPNS);

PRty monitoring dan evaluasi basil

N g:rx;y;ixf;a:pényidn Lfam,awm ~ceri sipil (PPNS); dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bida ng rugasnya.
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Paragraf 4
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 30

Bidang  Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
membantu_dinas dalam rangka penyelenggaraan koordinasi
dan  pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka
kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan,
membantu penanggulengan bencana, kewaspadaan dini,
pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan
umum dan pemilihan umumn Kepala daerah serta

i)}(;nyebarluasan informasi perlindungan hak azasi manusia
AM).

Pasal 31
Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, Bidang Perlindungan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program dan koordinasi pendataan dan
informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan
bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan
penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan
informasi perlindungan hak azasi manusia (HAM);

nenyusunan program pelatihan dalam menghadapi
*ensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan,

1anggulangan bencana, kewaspadaan aini,
pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan
unu.  dan pemilihan umum kepala daerah;

penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam
menghadapi bencana, kewaspadaan dini, pengamanan
dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan umum kepala daerah;

f’)

i. penyusunan program pembinaan potensi masyarakat
dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna
menghadanpi potensi ancaman, gangguan kenyamaan
lingkungar: penanggulangan bencapg, pengamanan dan
~pnertiban nenyelenggaraan pemilihan umum dan
o -milihan urnum xepala daerah;

e. pe:r ‘isunan laporan hasi! pelzlksanzan Snitoring dan
eval..asi kegiatan perlincungon masyera. - dan
f. pelaksanaan fungsi lain yvenrg diberikan oleh atasar

sesuai dengan bidang tugasuye.

Pasal 32

Seksi data dan informasi mempunyai tugag. membanty
bidang dalam rangka melaksanalkan penyampaian informas;j
perlindungan ~ masyarakat, — penanggulangan  bencana,
kewaspadaan dini,  pengamanan dan ., penertiban
penyelenggaraan pemilihan u.rmfm dan pen}ﬂlhan umum
kepala daerah serta peryebarluasan informasj perlindungan

HAM.
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5 Pasal 33
ntuk melaks
sanakan tugas sebagaimana cimaksud dalam

Pasal 32, § i
fungsi: » Seksi pendataan dan Informas menyelenggarakan

a. elaksan A ' . A
i)erhad aan penda}_aan, monitoring dan evaluasi
ap satuan perlindungan masyarakat;

b.
pelaksanaan pendataan dacrah rawan bencana:
C.
pelaksanaan pendataan daerah rawan konflik;

pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi kepada
masyarakat dalam penanggulangan bencana;

€. el ; : :
ﬁ aksanzan k§g1atan penyecbarluasan informasi berupa
ewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;

f. pela'ks‘anaan kegiatan  penyvebarluasan  informasi
perlindungan hak azasi manusia (HAM);

g. pembuatan laporan pelaksanaan  hasil  kegiatan
pendataan dan informasi perlindungan masyarakat; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

S¢. 31 Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas membantu
bi... ng dalam rangka melaksanakan pelatihan dan mobilisasi
dalain menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan
dngkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan,
senanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan
ia: penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan
pen.... ran umum kepala daerah.

Pasal 35
Untuc melakse nakan :ebagaimana dimaksud dalam
Pasul 34, Seksi Pe' ihe. . Mobilisasi menyelenggarakan

jungsi :
pelaksana:n pembuiatan petunjuk teknis pendidikan

a.
dasar satuan perlinaingan masyarakat;

b. pelaksanaan pembuatan petunjuk  teknis satuan
perlindungan 1~ ns arakat dalam membantu
penanggulangan benzana,

pelaksanaan pembinaan dan pembekalan terhadap
satuan perlindungan masyarakat dalam memilihara
keamanan dan ket’ /i an masyarakat;

bi tan  dan  pembekalan terhadap

d. pelaksanaan T
masyarakat dalam membantu

satuan perlin ral

penanggulangau I zncAa &,
e. pelaksanaan pc: .a 1en dan berperan aktif mengikuti

situasi pada lok: si be 1c&

f pelaksanaan € abin dan pengerahan potensi
masyarakat dalara sist=Il perlindungan masyarakat di

"
B

daerah;
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g pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial
kemasyarakatan;

h. pembuatan.laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan
dan mobilisasi; dan

1. pelak§anaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuail dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyal tugas membantu
bidang dalam rangka melaksanakan pencegahan dini dan
deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan
kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana,
pengaman dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum
dan pemilihan urmum lkepala daerah.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 36, Sel i Kewaspadaan Dini menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksan..n pemnbinasn  dsn pens - e e1s
masyarakat dalam kewsspe lasas dimioon detexsn
dari gangguan kenyamanan (1 gKuangan;
pelaksanaan pem bentukan  anggota 1aga dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan
penanggulangan bencana;
pelaksanaan pembinaan dan pembekalan kepada
masyarakat dalam memilihara keamanan dan ketertiban
masyarakat dan penanggulangan bencana;
.laksanaan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan
.asyarakat;
pelaksanaan koordinasi dan pemantauan dalam
pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan umum kepala daerah;
sembuatan  laporan pelaksanaan  hasil  kegiatan
kewaspadaan dini; dan
fungsi lain yang diberikan oleh atasan

.. pelaksanaan U
ses dengen bidang tugasnya.
Paragraf 5
Bidang Pengendalian Kebakaran
Pasal 38
Bidang Pengendalian Kebakaran  mempunyaj fugas
membantu  dinas d_alam rangka  menyelenggarakan
koordinasi dan pembinaan pemetaan, pencegahan dan
penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi

asan hutan dan lahan perkebunan, kawasan

kebakaran kaw '
dustri dan kawasan pedesaan.

perkotaan, kawasan 111
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Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38, Bidang Pengendalian Kebakaran
menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan koordinasi pemetaan daerah
rawan  kebakaran kawasan hutan dan lahan

perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan
kawasan perdesaan;

b. penyusunan rencana dan koordinasi pencegahan dan
penanggulangan daerah rawan kebakaran kawasan
hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan,

kawasan industri, dan kawasan perdesaan lintas
kab/kota;

C. Penyusunan program pelatihan dalam pencegahan dan
penanggulangan  kebakaran  kawasarn perkotaan,

industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan
perdesaan;

d. penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam
Penanggulangan kebakaran  kawasan perkotaan,
industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan
perdesaan;

€. penyusunan program pembinaan potensi masyarakat
dalam kewaspadaan dan deteksi dini penangguiangan
kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan
lahan perkebunan, kawasan perdesaar:

f. pen mnan laporan hasil pelaksanaar altoring dan
eva - kegiatan pengendalian 'wealeg e
g. pel naan fungsi lain v ish aiasan
sest lengan bidang tugasnya.
Pasal 40

Seksi Pemetaan mempunyai tugas membaptu bidang dalam
rangka melaksanakan pemetaan, penyediaan sistem data
dan informasi daerah rawan kebakarzn kawasan hutan dan
lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri,
dan kawasan perdesaan;

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40, Seksi Femetaan menyelenggarakan fungsi:

a. penviapan bahan penyusunan koordinasi dan rencana
Eegi}:tai pemetaaan wilayah rawan kebakaran kawasan
hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan,
kawasan industri dan kawasan perdesaan;

b. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan Pemetaaan
wilayah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan
perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan
kawasan perdesaan;
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C. penylapan bahan penyusunan sistem data dan informasi
daerah rawan kebakaran kawesan hutan dan lahan
perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan
kawasan perdesaan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemetaan daerah
rawan  kebakaran kawasan hutan dan lahan
perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan
kawasan perdesaan;

¢. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pemetaaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan
lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan
industri dan kawasan perdesaan;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan
bidang tugasnya;dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan mempunyai tugas
inembantu bidang dalam rangka melaksanakan pembinaan
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran
kawasan kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan
per..utaan, kawasan industri, dan kawasan perdesaan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42, Seksi Pencegahan dan Penanggulangan
i 2nyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan bahan koordinasi dan rencana kegiatan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan
hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan,
l-awasan industri, dan kawasan perdesaan;

b. uyusunan rencana  sistem proteksi  kebakaran
awasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan
srkotaan, =awas: i industri, dan kawasan perdesaan;

laksanaan ‘.osialis;:s1 pencegahan dan Penanganan
pemadaman kebakaruaii tawasan hutan dan lahan
perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan

kawasan perdesaan;

d. pelaksanaan pemantauan dan berperan akrtif mengikuti
situasi pada lokasi kebakaran kawasan hutan dan lahan
perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan

kawasan perdesaan:

e. penyusunan petunjuk teknis  pencegahan  dap
penanggulangan kebakaran kawasan hufan dan |ahanp
perkebunan, kawasan perkotaan, xawasan industri dan
kawasan perdesaan lintas kab/kota yang terpapar
berdampak lintas kab/kota;

o0
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f penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan
bidang tugasnya; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44
Seksi Bina Potensi mempuryal tugas ‘nembantu  bidang
dalam rangka melaksanakan  mobilisasi pemetaarn,
pembekalan dan mobilisasi dalam pencegahan dan
penanggulangan kawasan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44, Seksi Bina Potensi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan
peningkatan kapasitas sumber daya pemadam;
penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan dalam
rangka mobilisasi kebakaran kawasan hutan dan lahan
perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan

wasan perdesaan lintas kab/kota;

.. pelaksanaan pembinaan dan perbekalan terhadap

satuan pemadam kebakaran;

an fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana

i p
pel. an dan penangulangan kebakaran kawasan
hut: dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan,
kaw: n industri dan kawasan perdesaan lintas
kab ta;

pela. naan pembinaan, mobilisasi dan pengerahan
note1r.. masyarakat dalam rangka pencegahan dan
~enangulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan
..rkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan
kuwasan perdesaan lintas kab/kota;

penyiapan baha_lz cetunjuk teknis mobilisasi pencegahan

dan pcnangulang::. kebakaran kawasan hutan dan
lahan perkebunan, kawasan perkotnan, kawasan
| . ann, ]
industri dan kawe: n  perdesaan

yoag  terpapar

berdampak lintas kab, ..

']

-enyusunan laporan [uisil pei
, s aksanaan scsuai
/dang tugasnya; dan bosual dengan

h. pelaksanaan fungsi i:in o
N o 1 yan d
sesuai dengan bidang T‘Ugasnyaf.; iberikan oleh atasan

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 46
(1) UPTD adalah unsur pelaksana tekriis opera.;
SHEoperasivnal dan/atau

kegiatan i jang pada K
g teknis penunjang pada dinas dapat ¢ 'D
waapat aresatuk UPTD.
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(2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kenada kepala satuan.

Pasal 47

Jumle;h, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan
fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4&

(1) Kelompok jabatan fungsiona e aval FURas
melaksanakan kegiatan tcknis o Lidaoo scoro lkeahliannya
masing-masing.

(2) Kelompok jabatan fungsional dapai di bagi-hagl dalam sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan  keahliannya

masing-masing dan di koordinasikan oleh seorang tenaga
fungsional senior.

(3' ‘cjabat  fungsional dalam meclaksanakan tugasnya
rtanggung jawab langsung kepada kepala badan.

(¢ ‘butuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
fat, jenis dan beban kerja.

(S) . binaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai
dc 1 ketentuan yang peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 49

(1) Pa n melaksanakan tugas pokok den fungsinya, kepala
¢ tu 1, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala
© & !an kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan
] insip koordinasi, !.:tegrasi dan sinkronisasi baik dalam
I1 .gkungan masing-m:. ing maupun antar satuan organisasi
di lingkung:'n pemerintali daerah serta instansi lain diluar
pe¢ merintah ¢ erah sesuai dingan tugas pokoknya masing-
m sing.

(2) S tiap pemimpir satuan organi:..si wajib mengawasi pegawai
A 5N dibawaharnnva dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlulkan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoorcinasi bawahan masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya

masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.
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(5) Setiap laporan yang diterima oieh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan orgenisasi lain yang secara fungsional mempunyal
hubungan kerja.

BAB V
PENGISIAN JABATAN

Pagsal 50

(1) Kepala satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala sut.)bagian
dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan
oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang - undangan.

(2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai AS
ketentuan peraturan perundmwg-undangan.

N scsual dengan

(3) Pegawai ASN yang menduduld jabatan purpinan tinggi,
jabatan administrator dan jabatan  pengawas pada
perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:

a. teknis;
. manajerial; dan
sosial kultural.

(4 ompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
uruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
elatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara

oo

t k :is yang dibuktikan dengan sertifilzasi.

(5) K ‘mjsctensi manajerial . bagairaa dime b oo pade el (3)
b uf Aiukur dari tingiiat pendidian, poinooan cteakiural
¢ au .. -men dan pengaleman lepemimiinsn.

6, kompetensi sosial kultural sebagaiinana dimaksud pada
wat (3) humf ¢ diukur dari pengalaman kerja berkaitan
le. gan ma: 'rakat majemuk dalam hal agama, suku dan
n. va sehi.. ‘A memiliki wawasan kebangsaan.

(7) 3elain mement lrompetensi sebagaimana dimaksud pada
wyat (3), pegaw .. + yang menduduki jabatan perangkat
laerah harus meu. hi kompetensi pemerintahan.

(8) Koi..petensi seba .mana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. ¢

BAB VI
Jabatan Perangkat Daerah
Pasal 51
(1) Kepala satuan merupakan jabatan eselon I .
pimpinan tinggi pratama. la atau jabatan

(2) Sekretaris satuan dan kepala bidang me .
. b}
eselon Illa atau jabatan administrator. pakan jabatan
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(3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan
eselon [Va atau jabatan pengawas.

Pasal 52

Struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

BAD X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat peraturan gubernur ini mulai beriaku, ketentuan
Pasal 270, Pasal 271, Pasal 272, Pasal 273, Pasal 274, Pasal
275, Pasal 276, Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280,
Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 Peraturan Gubernur Nomor
31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pokok dan fungsi
Inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah Provinsi Jambi

(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 31) beserta
perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2017

T setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
i 'gundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
d Terita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Dijindangkan di Jambi
Pada tanggal 9 Desember 2016
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GUBERNUR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
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SE} 3l SEKSI SEKSI
KETERTIE ¥ UMUM | | HuBuNGaN || PELATIHAN DAN SEKS|
ANTAR LEMBAGA MOBILISASI —  PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
]
SEKS
PEMBINAA! PSSQSD'IK SEKS|
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